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Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan 
Keuangan (APBD) dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Moderasi 
The Effect of Councilor Knowledge about Budgeting on Financial 
Controlling (Regional Government Budget) by Accountability as Moderating 
Variable    
 
Sri Wahyuningsih 
Ratna A. Damayanti 
Abdul Rahman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dewan tentang 
anggaran terhadap pengawasan keuangan (APBD) yang dimoderasi oleh 
akuntabilitas. Objek dari penelitian ini adalah anggota dewan kantor DPRD 
Kabupaten Pangkep dan Gowa. Jumlah sampel penelitian sebanyak 80 
responden. Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner yang digunakan 
untuk mendapatkan data penelitian. Teknik pengujian yang digunakan adalah 
analisis regresi berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa pengetahuan 
dewan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan 
daerah sedangkan akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 
pengawasan keuangan daerah. 
 
Kata kunci: pengetahuan dewan, pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas  
 
This study aimed to investigate the effect of councilor knowledge about budgeting 
to financial controlling (regional government budget) by accountability as 
moderating variable. The object of this study is the company that uses councilors 
at Pangkep and Gowa regency. The number of sample is 80 respondents. 
Instrument in this study is questionnaire that used to obtain research data. The 
testing technique is multiple regression analysis. This study found that councilor 
knowledge budgeting has positive significant effect on region financial controlling 
while accountability has negative significant effect on region financial controlling. 
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1.1 Latar Belakang 
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
dikeluarkan untuk mengantisipasi berbagai tuntutan perubahan terhadap tatanan 
kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus mengantisipasi berbagai 
tuntutan perubahan global, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar 
negeri. Lahirnya undang-undang ini merupakan upaya untuk menata kembali 
hubungan pemerintah pusat dan daerah. 
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 memberikan keleluasaan dalam 
penyelenggaraan otonomi daerah.Dalam melaksanakan fungsinya, lembaga 
perwakilan selalu memunyai keterkaitan dengan lembaga-lembaga kenegaraan 
lainnya, khususnya dengan pemerintah. Lembaga perwakilan rakyat juga harus 
memunyai hubungan yang erat dengan rakyat yang diwakilinya. Penerapan 
otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan tentunya harus disertai dengan 
proses pengawasan. Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD merupakan 
penilaian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah yang 
dijalankan oleh pemerintah daerah. 
Pada masa orde baru, peran dewan dalam menyusun anggaran sangat 
kecil bahkan tidak ada, apalagi peran masyarakat. Dewan terkesan 
hanyamemberikan pengesahan atas RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah) yang diajukan eksekutif dan praktis tidak diberi wewenang untuk 
mengubahnya. Dengan adanya UU No. 22 tahun1999 sebagai dampak positif 




dan eksekutif di daerah, karena kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki 
power. 
Reformasi penganggaran yang terjadi adalah munculnya paradigma baru 
dalam penyusunan anggaran berdasarkan prinsip good governanceyaitu: 
akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi anggaran, penegakan 
hukum, kesetaraan, daya tanggap wawasan ke depan, pengawasan efisiensi dan 
efektivitas, dan profesionalisme. Disamping itu, anggaran harus dikelola dengan 
pendekatan kinerja (performance oriented), prinsip efisien dan efektif (value for 
money), keadilan dan kesejahteraan, dan sesuai dengan disiplin anggaran.Oleh 
karena itu, good governance saat ini sedang digalakkan dalam pemerintahan 
Indonesia. 
Untuk mewujudkan good governance diperlukan reformasi kelembagaan 
dan reformasi manajemen publik. Reformasi kelembagaan menyangkut 
pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun 
infrastruktur. Reformasi manajemen sektor publik terkait dengan perlunya 
digunakan model manajemen pemerintahan yang baru yang sesuai dengan 
tuntutan perkembangan jaman.   
Selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik, 
maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan 
system pengelolaan keuangan pemerintah daerah yaitu: 
1. Reformasi sistem pembiayaan 
2. Reformasi sistem penganggaran 
3. Reformasi sistem akuntansi 
4. Reformasi sistem pemeriksaan 




Untuk mendukung prinsip good governance diperlukan internal control 
dan external control yang baik.Sehubungan dengan hal tersebut maka peran dari 
dewan menjadi semakin meningkat dalam mengontrol kebijaksanaan 
pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: (1) 
pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, (2) dewan berwenang 
memerintahkan pemeriksa eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan 
terhadap pengelolaan anggaran. 
Pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPRD sebagai 
kekuatan penyeimbang (balance of power) bagi eksekutif daerah dan partisipasi 
masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui LSM dan organisasi 
sosial  kemasyarakatan di daerah (sosial control). Pengawasan oleh DPRD harus 
sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan 
dan pelaporan saja sebagaimana yang terjadi selama ini. Hal ini penting karena 
dalam era otonomi, DPRD memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan 
kebijakan umum APBD. Akan tetapi harus dipahami oleh anggota DPRD bahwa 
pengawasan terhadap eksekutif daerah hanyalah pengawasan terhadap 
pelaksanaan kebijakan (policy) yang digariskan bukan pemeriksaan. 
Untuk memperkuat fungsi pengawasan, DPRD bisa membentuk badan 
ombudsmen yang berfungsi sebagai pengawas independen untuk mengawasi 
jalannya suatu lembaga publik. Namun untuk fungsi pemeriksaan tetap harus 
dilakukan oleh badan yang memiliki otoritas dan keahlian profesional. Hal 
tersebut agar DPRD  tidak disibukkan dengan urusan-urusan teknis semata, 
sehingga Dewan dapat lebih berkonsentrasi pada permasalahan-permasalahan 





Pengawasan lembaga legislatif terhadap keuangan daerah yang dikelola 
oleh eksekutif sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu 
proses kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan 
untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu 
sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan atau penyimpangan 
yang terjadi (Halim, 2012: 37).Dalam melaksanakan fungsi pengawasan 
terhadap APBD, DPRD dapat melakukan pengawasan preventif yaitu 
pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan 
kegiatan dilakukan. 
Pentingnya anggaran dalam suatu daerah dan dengan semakin kuatnya 
fungsi DPRD, maka dengan sendirinya mutu atau kualitas anggota dewan sangat 
menentukan. Penyusunan kebijakan daerah yang tepat tergantung pada 
pengetahuan dan kecakapan anggota dewan. Yudoyono (2002) mengatakan, 
bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, 
melaksanakan tugas, dan kewajiban yang efektif, serta menempatkan 
kedudukannya secara proposional, jika setiap anggota DPRD memunyai 
pengetahuan yang cukup seperti konsepsi teknik penyelenggaraan pemerintah, 
kebijakan publik dan lain sebagainya. 
Kuatnya pengendalian oleh pemerintah pusat mengakibatkan 
penyimpangan dalam kehidupan nasional. DPRD sebagai lembaga legislatif 
daerah yang memunyai kedudukan dan kewenangan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 diharapkan mampu berkiprah lebih besar untuk 
mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis, makmur, dan berkeadilan. 
Penelitian dari Sopanah dan Wahyudi (2007), menyatakan bahwa 
pengetahuan dewan tentang anggaran memunyai pengaruh yang signifikan 




akuntabilitas publik berpengaruh negatif, pengetahuan anggaran dengan 
partisipasi masyarakat tidak signifikan, kemudian pengetahuan anggaran dengan 
transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan 
keuangan daerah. 
Penelitian oleh Widyaningsih dan Pujirahayu (2012), menunjukkan bahwa 
pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan 
daerah. Interaksi pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas publik 
berpengaruh signifikan negatif terhadap pengawasan APBD. Sedangkan 
interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi 
kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan APBD. 
Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat 
kemampuan anggota dewan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan anggaran, 
maka pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukannya akan semakin 
baik. Pada penelitian terdahulu, telah dilakukan analisis regresi linier dan analisis 
persamaan regresi moderasi (moderated regression analysis/MRA). Variabel-
variabel yang telah diuji pada penelitian sebelumnya yaitu pengetahuan dewan, 
pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas,partisipasi masyarakat, dan 
transparansi kebijakan publik.  
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sopanah dan Wahyudi 
(2007) dengan membandingkan analisis menurut sampel dewan. Penelitian ini 
hanya berfokus pada variabel akuntabilitas. Objek penelitian ini adalah anggota 
dewan pada kabupaten di Sulawesi Selatan yang menerapkan good governance, 







1.2 Rumusan Masalah 
a. Apakah pengetahuandewan tentang anggaran berpengaruh terhadap 
pengawasan keuangan APBD ? 
b. Apakah akuntabilitas dapat memoderasi pengetahuandewan tentang 
anggaran terhadap pengawasan keuangan APBD? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
a. Untuk memberikan bukti empiris bahwa pengetahuan dewan tentang 
anggaran memengaruhi pengawasan keuangan (APBD). 
b. Untuk memberikan bukti empiris bahwa pengetahuan dewan tentang 
anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan (APBD) yang 
dimoderasi oleh akuntabilitas. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Teoritis.  
 Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 
tentang pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan (APBD) 
dengan akuntabilitas sebagai variabel moderasi dan memberikan kontribusi 
terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik dan selanjutnya 
dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian lain. 
b. Kegunaan Praktis 
1. Bagi pemerintah daerah diharapkan menjadi masukan dalam mendukung 
pelaksanaan otonomi daerah khususnya akan meningkatkan peran 
DPRD terhadap pengawasan anggaran (APBD) untuk mewujudkan 




2. Bagi partai politik dapat dijadikan sebagai acuan pada saat merekrut 
anggota dewan dan pengembangan kader partai. 
3. Bagi pihak luar, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 
diskusi dan wacana informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 
 
1.5 Sistematika penulisan 
Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi pembahasan dalam lima bab 
diantaranya:Bab I pendahuluan, Bab II tinjauan pustaka, Bab III metode 
penelitian, Bab IV hasil penelitian, dan  Bab V kesimpulan dan saran. 
Bab I yaitu pendahuluan. Bab ini membahas latar belakang masalah yang 
diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 
organisasi/sistematika penulisan skripsi. 
Bab II yaitu tinjauan pustaka. Bab ini berisi tentang kajian teori yang 
diperlukan dalam menunjang penelitian, konsep yang relevan untuk membahas 
permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, menggambarkan 
kerangka penelitian dan merumuskan hipotesis penelitian. 
Bab III yaitu metode penelitian. Bab ini berisikan rancangan penelitian, 
tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik 
pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen 
penelitian, dan teknik analisis data. 





Bab V yaitu kesimpulan dan saran. Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir 
dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan 







2.1 Tinjauan Teori 
2.1.1 Stewardship theory 
Stewardship theory (Donaldson dan Davis, 1991), menggambarkan 
situasi para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi 
lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, 
sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang 
dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai 
keinginan prinsipal.Steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan 
organisasi dengankinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas 
akan maksimal.Stewardship theoryberasumsi bahwa manusia pada hakikatnya 
mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, berintegritas 
tinggi dan memiliki kejujuran. Teori ini memandang manajemen sebagai pihak 
yang mampu melaksanakan tindakan yang sebaik-baiknya ditujukan untuk 
memenuhi kebutuhan stakeholders. Konsep teori ini didasarkan pada asas 
kepercayaan pada pihak yang diberikan wewenang, dimana manajemen dalam 
suatu organisasi dicerminkan sebagai good steward yang melaksanakan tugas 
yang diberikan oleh atasannya secara penuh tanggung jawab. 
Stewardship theory dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi 
sektor publik seperti organisasipemerintahan dan non profitlainnya, akuntansi 
organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi 
bagi hubungan antara stewardsdengan principals(David, 2006). Namun kondisi 




theorykarena Indonesia adalah negara majemuk, yang antara satu orang dengan 
orang lain belum tentu memiliki tujuan yang sama dalam konteks kenegaraan. 
Salah satu contoh kecil, keingingan masing-masing individu yang ada dalam satu 
partai politik saja bisa berbeda, apalagi dalam satu negara, yang masing-masing 
partai politik memiliki cita-cita sendiri. Oleh karena itu, negara ini membutuhkan 
regulasi untuk menjembatani perbedaan kepentingan supaya tingkah laku 
manusia dapat terarah.  
 
2.1.2 Teori Agensi 
Teori agensi terfokus pada dua individu yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal 
mendelegasikan pertanggungjawaban dalam pengambilan keputusan kepada 
agen. Baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai  orang-orang ekonomi 
yang rasional yang semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi, tapi 
mereka kesulitan membedakan penghargaan atas preferensi, kepercayaan dan 
informasi (Raharjo, 2007).Di dalam proses penyusunan dan perubahan 
anggaran, muncul dua perspektif yang mengindikasikan aplikasi teori keagenan, 
yaitu hubungan antara rakyat dengan legislatif, dan legislatif dengan eksekutif. 
Hubungan keagenan antara legislatif dengan eksekutif, eksekutif adalah agent 
dan legislatif adalah principal. Dalam hubungannya dengan rakyat, pihak legislatif 
adalah agent yang membela kepentingan rakyat (principal), akan tetapi tidak ada 
kejelasan mekanisme dan pengaturan serta pengendalian dalam pendelegasian 
kewenangan rakyat terhadap legislatif (Halim dan Abdullah, 2006). Hal inilah 
yang menyebabkan adanya distorsi anggaran yang disusun oleh legislatif 
sehingga anggaran tidak mencerminkan alokasi pemenuhan sumber daya 




pihak legislatif tersebut. Jika hal ini terjadi, besar kemungkinan anggaran yang 
disahkan adalah alat untuk melancarkan aksi pencurian hak rakyat atau sering 
dikenal dengan istilah korupsi.Oleh karena itu, ketergantungan pada teori agensi 
tidak diinginkan karena kompleksitas kehidupan organisasidiabaikan. 
Teori agensi biasanya dianggap sebagai pihak yang ingin 
memaksimumkan dirinya tetapi ia tetap selalu berusaha memenuhi kontrak. 
Kontrak dikatakan efisien apabila mendorong pihak yang berkontrak 
melaksanakan apa yang diperjanjikan tanpa perselisihan dan para pihak 
mendapatkan hasil (outcome) yang paling optimal dari berbagai kemungkinan 
alternative tindakan yang dapat dilakukan agen. Kontrak efisien adalah kontrak 
yang tidak banyak menimbulkan persengketaan dan yang mendorong pihak yang 
berkontrak melaksanakan apa yang diperjanjikan. 
Konteks pelaporan keuangan, hubungan antara investor dan manajemen 
dapat dikarakterisasi sebagai hubungan keagenan, pemegang saham sebagai 
prinsipal dan manajemen sebagai agen. Dengan demikian, perilaku manajemen 
dapat dijelaskan dengan teori keagenan (Suwardjono, 2010: 485). 
 
2.2 Tinjauan Konsep 
2.2.1 Pengawasan Keuangan Daerah  
Secara umum, pengawasan merupakan segala kegiatan dan tindakan 
untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan 
rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan menurut 
Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan: 




menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Hal ini juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 
tentangMPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 293 dan 343 ayat (1) huruf c yang 
menyatakanbahwa DPRD provinsi/kabupaten/kota mempunyai tugas dan 
wewenangmelaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah 
dan anggaranpendapatan dan belanja daerah provinsi/kabupaten/kota. Hal ini 
merupakan penegasan bahwa tugas dan wewenang DPRD adalah 
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 
provinsi/kabupaten/kota. Agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara efisien 
dan efektif, maka diperlukan adanya pengorganisasian proses yang baik dan 
terarah. 
Tujuan pengawasan keuangan daerah adalah untuk menjamin keamanan 
seluruh komponen keuangan daerah, untuk menjamin dipatuhinya berbagai 
aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, dan untuk 
menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi, dan efektivitas 
dalam pengelolaan keuangan daerah. Jenis-jenis pengawasan keuangan daerah 
(APBD) dapat dibedakan berdasarkan objek pengawasan, sifat pengawasan, dan 
metode pengawasan. (Halim, 2012: 39) 
1. Pengawasan berdasarkan objek  
 Pengawasan APBD menjadi pengawasan terhadap pendapatan daerah dan 
pengawasan terhadap pengeluaran daerah. Pengawasan pendapatan daerah 
lebih ditekankan pada segi pengumpulannya, sedangkan tujuan pengawasan 
pengeluaran daerah meliputi segi penyusunan anggarannya, penyalurannya 





2. Pengawasan menurut sifat  
 Menurut sifat, pengawasan dapat dibedakan menjadi pengawasan preventif 
dan pengawasan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang 
dilakukan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan. 
Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan 
dilakukan dengan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang 
seharusnya terjadi . 
3. Pengawasan menurut metode  
 Menurut metode, pengawasan dapat dikelompokkan menjadi pengawasan 
melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah pengawasan 
yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu instansi atau unit kerja 
dalam lingkungan pemerintahan daerah terhadap bawahannya, terutama melalui 
perlembagaan sistem pengawasan pimpinan. Pengawasan fungsional adalah 
pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan. 
Jenis-jenis pengawasan keuangan daerah (APBD) yang menjamin 
akuntabilitas administrasi pemerintahan secara rutin dan usaha-usaha 
pembangunan (Mardiasmo, 2004: 78), sebagai berikut: 
1. Pengawasan internal 
Pengawasan internal adalah pengawasan yang dijalankan oleh pengawas 
terhadap bawahannya dalam unit kerjanya. Pencapaian tujuan organisasi dan 
pelaksanaannya atau gambaran tentang organisasinya adalah tanggung jawab 
pemimpin organisasi. Setiap pimpinan lembaga pemerintah atau unit keja 
structural dan fungsional seperti project team, komite, kelompok kerja yang 
memiliki tanggung jawab. Sehingga jika mereka menemukan tindakan-tindakan 
yang menyimpang, mereka akan melakukan tindakan koreksi dan selalu 




2. Pengawasan fungsional 
Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh sebuah 
lembaga yang kewajiban utamanya adalah mengawasi seperti Unit Pengawasan 
Internal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota, Inspektorat Jendral 
Pembangunan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
3. Pengawasan legislatif 
Pengawasan legislative adalah pengawasan yang dijalankan oleh DPR dan 
DPRD. Berdasarkan UUD 1945, DPR memiliki kewajiban untuk menjalankan 
pengawasan terhadap pemerintah. 
4. Pengawasan hukum 
Pengawasan hukum adalah pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah 
Agung (MA). MA memiliki wewenang dan kewajiban untuk menjalankan 
pengawasan atas pemerintah dalam bidang perundang-undangan. 
5. Pengawasan masyarakat 
Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh 
masyarakat seperti media massa, LSM, ormas, dan lain-lain. 
Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap 
evaluasi saja. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat proses 
perencanaan, penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan 
pertanggungjawaban APBD.Tahap demi tahappengawasan dituangkan dalam 
suatu rencana kerja disertai dengan penjadwalan serta keterlibatan berbagai 
pihak dari dalam maupun dari luar DPRD.Pengawasan terhadap APBD penting 
dilakukan untuk memastikan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas daerah 
dan  anggaran dikelola secara transparan dan akuntabel untuk meminimalkan 




2.2.2 Pengetahuan Dewan tentang Anggaran 
Pengetahuan dewan tentang anggaran yaitu mengetahui tentang 
anggaran dan kemampuan dewan dalam hal menyusun anggaran 
(RAPBD/APBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan, 
dan kebocoran anggaran (Yudoyono, 2002).Kemampuan kerja aparatur memiliki 
hubungan yang sangat erat dengan tingkat pengetahuan, keterampilan dan 
keahliannya. Oleh sebab itu, peningkatan kemampuan aparatur selalu diarahkan 
pada pendidikan dan pelatihan serta memerluas pengalaman aparatur melalui 
studi banding ke tempat lain. 
Sasaran yang ingin diwujudkan melalui pendidikan dan pelatihan bagi 
sumber daya manusia adalah diarahkan pada pengembangan dan peningkatan 
aspek-aspek seperti: 
1. Pengembangan dan kemampuan melaksanakan tugas dan peraturan 
sebagai aparatur pemerintah, sehingga dapat memenuhi standar yang telah 
ditentukan untuk suatu tugas tertentu dan mampu mengambil keputusan 
secara mandiri dan profesional. 
2. Peningkatan motivasi, disiplin, kejujuran, etos kerja, dan rasa tanggung jawab 
yang dilandasi oleh semangat jiwa pengabdian. 
3. Perubahan sikap dan perilaku yang mengarah pada berkembangnya 
keterbukaan, sikap melayani dan mengayomi politik sebagai tugas dan 
tanggung jawab pokoknya. 
Untuk meningkatkan kinerja dalam pengawasan keuangan daerah, DPRD 
harus menguasai keseluruhan struktur dan proses anggaran. Untuk itu, 
pengetahuan dasar tentang ekonomi dan anggaran daerah harus dikuasai oleh 
anggota DPRD. Pengetahuan dewan tentang mekanisme anggaran ini berasal 




pendidikannya ataupun dari pelatihan dan seminar tentang keuangan daerah 
yang diikuti oleh anggota dewan. Pelatihan/seminar mengenai keuangan daerah 
yang diikuti oleh anggota dewan akan meningkatkan pemahaman anggota 
dewan bahwa proses alokasi anggaran bukan sekedar proses administrasi, tetapi 
juga politik. Memastikan anggaran sesuai prioritas harus dilakukan oleh DPRD 
sejak penyusunan rencana jangka menengah daerah hingga proses penentuan 
kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS). 
Pengetahuan dewan tentang anggaran erat kaitannya dengan fungsi 
penganggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota dewan. Fungsi 
penganggaran menempatkan anggota DPRD untuk selalu ikut dalam proses 
anggaran bersama-sama dengan eksekutif. Fungsi pengawasan DPRD 
memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja eksekutif dalam 
pelaksanaan APBD. Dalam situasi demikian anggota DPRD dituntut memiliki 
keterampilan dalam membaca anggaran serta memiliki kemampuan terlibat 
dalam proses anggaran di daerah sehingga DPRD dapat bekerja secara efektif 
dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. 
 
2.2.3 Akuntabilitas 
Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia 
adalah semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga 
publik, baik di pusat maupun di daerah. Pada dasarnya, akuntabilitas publik 
adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan 
kinerja keuangan daerah kepada semua pihak yang berkepentingan 




informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya dapat terpenuhi (Mardiasmo, 
2004: 31).  
Pengelolaan keuangan yang baik membuat setiap aktivitas yang 
dilakukan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara financial. Oleh 
sebab itu, pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan akuntabilitas 
publik. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban-kewajiban dari individu atau 
penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang 
bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut 
pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada publik yang menjadi 
konsumen layanannya. Suatu struktur pemerintahan, akuntabilitas dapat 
diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawabn serta 
menerangkan kinerja  dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan 
organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewenangan untuk 
meminta pertanggungjawaban dan keterangan.   
Menurut Mardiasmo (2004: 32), akuntabilitas publik terdiri atas dua 
macam, yaitu: Pertama, akuntabilitas vertikal (vertical accountability). 
Pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability) adalah 
pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, 
misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, 
pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan 
pemerintah pusat kepada MPR. Kedua, akuntabilitas horizontal (horizontal 
accountability). Pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) 
adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. 
Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor 
publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor 




hanya pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah 
perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja 
lembaga sektor publik.Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi 
sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Halim (2012: 45) menjelaskan 
terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor 
publik, yaitu: 
1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probity and 
legality).Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan 
jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan 
jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang disyaratkan 
dalam penggunaan sumber dana publik. 
2. Akuntabilitas proses.Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur 
yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal 
kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan 
prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian 
pelayanan publik yang cepat, responsive, dan murah biaya. Pengawasan dan 
pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, 
misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan 
di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan 
yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan 
dalam pelayanan. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses juga 
terkait dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan 
proyek-proyek publik.  
3. Akuntabilitas program. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan 




memertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal 
dengan biaya yang minimal. 
4. Akuntabilitaskebijakan.Akuntabilitas kebijakan terkait dengan 
pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-
kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat 
luas. 
Peran utama akuntansi sektor publik adalah memberikan informasi 
akuntansi yang relevan, handal, dan dapat dipercaya kepada pihak-pihak yang 
membutuhkan informasi untuk pengambilan keputusan. Akuntabilitas merupakan 
sifat umum dari hubungan otoritasi asimetrik misalnya yang diawasi dengan 
pengawasnya, agen dengan prinsipal, yang mewakili dengan yang diwakili. 
Akuntabilitaslebih bersifat eksternal sebagai tuntutan pertanggungjawaban dari 
masyarakat terhadap apa saja yang telah dilakukan oleh para pejabat atau 
aparat. Ruang lingkup akuntabilitas tidak hanya pada bidang keuangan saja, 
tetapi meliputi:  
1.      Fiscal accountability. Akuntabilitas yang dituntut masyarakat berkaitan 
pemanfaatan hasil perolehan pajak dan retribusi.  
2.      Legal accountability. Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana 
undang-undang maupun peraturandapat dilaksanakan dengan baik oleh para 
pemegang amanah. 
3.     Program accountability. Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana 
pemerintah mencapai program-program yang telah ditetapkan. 
4.     Process accountability. Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana 
pemerintah mengolah dan memberdayakan sumber-sumber potensi daerah 




5.     Outcome accountability. Akuntabilitas yang berkaitan dengan bagaimana 
efektivitas hasil dapat bermanfaat memenuhi harapan dan kebutuhan 
masyarakat. 
 Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik adalah 
melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif. 
Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan 
akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja keuangan 
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2.4 Hipotesis Penelitian 
2.4.1 Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan 
Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)  
 
Pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki pengaruh langsung 
terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh anggota 
dewan  (Pramono, 2002). Kapabilitas dan kemampuan dewan yang harus dimiliki 
antara lain pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam menyusun 
berbagai peraturan daerah selain kepiawaian dewan dalam berpolitik mewakili 
konstituen dan kepentingan kelompok dan partainya. Apabila anggota dewan 
tidak memiliki kapabilitas dan kemampuan berkenaan dengan anggaran, maka 
anggota dewan tidak mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. 
Beberapa penelitian yang menguji hubungan antara kualitas anggota 
dewan dengan kinerjanya diantaranya dilakukan oleh (Indradi dan Syamsiar, 
2001; Sutamoto, 2002; Sopanah dan Wahyudi, 2007). Hasil penelitiannya 
membuktikan bahwa kualitas dewan yang diukur dengan pendidikan, 
pengetahuan ketrampilan, dan pengalaman berpengaruh terhadap kinerja dewan 
yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. 
Adanya pengetahuan tentang anggaran, anggota dewan diharapkan dapat 
mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.Dengan demikian, 
hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:  
H1:pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap 










2.4.2 Hubungan Akuntabilitas Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan 
Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah 
(APBD)  
 
Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa 
proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan yang 
harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD 
dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui 
anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas 
rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Akuntabilitas publik akan 
tercapai jika pengawasan yang dilakukan oleh dewan dan masyarakat berjalan 
secara efektif. Menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi 
pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan 
keuangan daerah (APBD). Akuntabilitas publik yang tinggi akan menguatkan 
fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan. 
Penelitian (Coryanata, 2007; Sopanah dan Wahyudi, 2007), menunjukkan 
bahwa pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap 
pengawasan APBD dimoderasi oleh akuntabilitas.Hal ini peneliti menegaskan 
pentingnya akuntabilitas publik dalam pengawasan APBD karena dengan adanya 
akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanyamengetahui anggaran 
tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan 
sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan 
seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh 
masyarakat.Dengan  demikian hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 
H2: pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap 





Berdasarkan uraian hipotesis di atas, maka diperoleh model penelitian 






Gambar 2.2Model Penelitian 
 
Pada gambar di atas variabel X2 merupakan variabel moderating, karena 
dapat melemahkan atau memperkuat hubungan antara X1 dan Y. Artinya, 
semakin tinggi X1 dan X2, maka semakin tinggi Y, dan sebaliknya semakin 
rendah X1 dan X2, maka semakin rendah pula Y. 
  
Pengetahuan dewan 










3.1 Rancangan Penelitian 
Penelitian merupakan proses mencari kebenaran secara sistematis dalam 
jangka waktu tertentu dengan menggunakan aturan yang berlaku. Penelitian 
sebagai upaya untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah, harus didasari 
dengan metode yang benar dan tepat. Desain penelitian harus sesuai dengan 
metode yang dipilih. Metode penelitian adalah semua proses kegiatan yang 
diperlukan oleh peneliti dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian. 
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. 
Penelitian deskriptif bermaksud untuk memberikan uraian mengenai suatu gejala 
sosial yang diteliti. Penelitian ini, dideskripsikan berdasarkan indikator-indikator 
yang dijadikan dasar dari ada tidaknya suatu gejala yang diteliti.   
Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Data primer merupakan 
sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media 
perantara). Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu: 
metode survey dan metode observasi. Unit analisis penelitian ini berupa manusia 
yaitu pengetahuan anggota DPRD Kabupaten Pangkep dan DPRD Kabupaten 
Gowa. Time horizon penelitian ini menerapkan data berkala/ time series yaitu 
data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu 
perkembangan atau kecenderungan keadaan/peristiwa/kegiatan. Analisis data 
berkala dapat mengetahui perkembangan dari satu atau beberapa keadaan serta 





3.2 Tempat dan Waktu 
Penelitian ini dilakukan di Kantor DPRDKabupaten Pangkep dan 
Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Kedua wilayah ini telah 
menerapkan good governance dengan opini laporan keuangan pemerintah 
daerah (LKPD) sebagai indikatornya (Mappong, 2013). Waktu penelitian selama 
satu semester. 
 
3.3 Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten 
Pangkep dan Kabupaten Gowa. Sampel penelitian ini adalah seluruh anggota 
dewan di Kabupaten Pangkep sebanyak 35 responden dan seluruh anggota 
dewan di Kabupaten Gowa sebanyak 45 responden jadi jumlah keseluruhan 
sampel adalah 80 responden. 
 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek. Data 
subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau 
karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek 
penelitian (responden).  
Sumber  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 
Data primer berupa data yang diperoleh langsung dari anggota dewan atau data 
yang terjadi di lapangan penelitian, dan kemudian diolah oleh peneliti. Data 
primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil 





3.5 Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini berupa 
angket/kuesioner pengembangan dari kuesioner penelitian Sopanah dan 
Wahyudi (2007). Angket/kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan 
kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya.  
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 
dua cara, yaitu: 
1. penelitian lapangan (field research) 
a. wawancara (interview), yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh 
dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak- pihak yang terkait 
langsung dan berkompeten dengan permasalahan yang penulis teliti. 
b. kuesioner, teknik kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup, suatu 
cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar 
pertanyaan kepada responden dan yang menjadi responden dalam penelitian 
ini adalah anggota dewan Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Gowa, 
dengan harapan mereka dapat memberikan respon atas daftar pertanyaan 
tersebut. 
2. penelitian kepustakaan (Library Reseach) 
 Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan 
cara memelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur berupa buku-buku 
(text book), artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki 
hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk 
memeroleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang 





3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
3.6.1 Variabel penelitian 
 
1. Variabel Terikat (Y) 
Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 
karena adanya variabel bebas. Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini 
adalah pengawasan keuangan daerah (Y). 
2. Variabel Bebas (X) 
Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab 
timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini, variabel bebas 
(independen) yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran (X1).  
3. Variabel Moderating  
Variabel moderatingyaitu variabel yang memengaruhi (menguatkan atau 
melemahkan) hubungan antara variabel independen terhadap variabel 
dependen. Dalam penelitian ini variabel pemoderasi yaitu akuntabilitas publik 
(X2). 
 
3.6.2 Definisi Operasional 
1. Pengetahuan dewan tentang anggaran 
  Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan daerah 
salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui 
anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi, serta mengidentifikasi 
adanya pemborosan atau kegagalan dan kebocorananggaran (Yudoyono,2002).  
Variabel pengetahuan dewan tentang anggaran diukur dengan instrumen 
yang dikembangkan oleh Sopanah dan Wahyudi (2007). Instrumen tersebut 
berisi tiga butir pertanyaan yang mengukurpengetahuan dewan tentang 




tentang penyusunan APBD berdasarkan peraturan yang terkait, mendeteksi, 
serta mengidentifikasi pemborosan, kegagalan atau kebocoran 
anggaran.Responden diminta untuk memilih skala nilai satu sampai lima pada 
setiap pertanyaan. Berdasarkan jawaban responden dapat diukur apakah 
pengetahuan dewan tentang anggaran menerapkan sentralisasi (ditunjukkan 
dengan skor rendah) atau desentralisasi (ditunjukkan dengan skor tertinggi). 
2. Pengawasan Keuangan Daerah 
  Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada 
penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap 
bukanhanya pada tahap evaluasi saja. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan 
dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan 
APBD, dan pertanggungjawaban APBD. 
    Variabel pengawasan keuangan daerah diukur dengan instrumen yang 
dikembangkan oleh Sopanah dan Wahyudi (2007). Instrumen tersebut berisi 
empat butir pertanyaan yang mengukur  pengawasan keuangan daerah yaitu: 
pengawasan saat penyusunan, pengawasan saat pengesahan, pengawasan 
saat  pelaksanaan, pengawasan saat pertanggungjawaban anggaran. 
Responden diminta untuk memilih skala nilai satu sampai lima pada setiap 
pertanyaan. Berdasarkan jawaban responden dapat diukur apakah pengawasan 
keuangan daerah menerapkan sentralisasi (ditunjukkan dengan skor rendah) 
atau desentralisasi (ditunjukkan dengan skor tertinggi). 
3. Akuntabilitas 
  Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban 
atau  menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hokum 




kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Halim, 2012: 
83). 
  Pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu 
diperhatikan antara lain:  
1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan 
pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. 
2. Merupakan suatu system yang dapat menjamin penggunaan sumber daya 
secara “konsisten” dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
3. Dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan. 
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang 
diperoleh. 
5. Jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator, perubahan 
manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktakhiran data dan 
teknikpengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. 
  Variabel akuntabilitas diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh 
Sopanah dan Wahyudi (2007). Instrumen tersebut berisi empat butir pertanyaan 
yang mengukur  akuntabilitas yaitu: pertanggungjawaban pemerintah secara 
terbuka, menyediakan informasi secara cepat dan tepat kepada masyarakat, 
memberikan pelaporan yang memuaskan kepada publik, memberikan informasi 
kepada publik mengenai kinerja pemerintahan. Responden diminta untuk memilih 
skala nilai satu sampai lima pada setiap pertanyaan. Berdasarkan jawaban 
responden dapat diukur apakah akuntabilitas menerapkan sentralisasi 






3.7 Instrumen Penelitian 
 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang 
diadopsi dari penelitian Sopanah dan Wahyudi (2007). Kuesioner tersebut terdiri 
dari dua belas pertanyaan. Masing-masing variabel diukur dengan model skala 
likert yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuan 
responden terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 ( SS=Sangat 
Setuju ), 4 (S=Setuju), 3 (KS=Kurang Setuju), 2 (TS=Tidak Setuju), dan 1 
(STS=Sangat Tidak Setuju). 
 
3.8 Analisis Data 
Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakanMultiple 
Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi yang merupakan aplikasi khusus 
regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur 
interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Hipotesis moderasi 
diterima jika variabel X1 dan X2 memunyai pengaruh signifikan terhadap 
Y.Multipleregression analysis (MRA) dapat diuji dengan menggunakan software 
SPSSfor Windows Ver. 16. Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini 
adalah  
               (1) 
Keterangan: 
Y: pengawasan keuangan daerah (APBD) 
a: konstanta 
b1, b2: koefisien regresi 
X1 : pengetahuan tentang anggaran 
X2 : akuntabilitas publik 




3.8.1. Analisis Deskriptif 
Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan alat statistik 
yaitu statistik deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai identitas 
responden, seperti jenis kelamin,pendidikan, usia, fraksi dan deskripsi mengenai 
variabel-variabel penelitian.  
 
3.8.2. Pengujian Kualitas Data 
Pengujian kualitas data yang akan dilakukan meliputi uji reliabilitas, 
ujivaliditas yang berfungsi untuk mengetahui handal atau tidaknya kuesioner 
sertavalid atau tidaknya kuesioner yang digunakan. 
 
3.8.2.1. Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner.Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 
untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 
(Sunyoto, 2013: 35). Suatu instrumen penelitian yang valid mempunyai validitas 
yang tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas 
yang rendah. Validitas item yang digunakan untuk mengukur ketepatan atau 
kecermatan suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur. Item yang valid 
ditunjukkan dengan adanya korelasi antara item terhadap skor total item.  
Untuk penentuan apakah suatu item layak digunakan atau tidak, caranya 
dengan melakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05, 
yang artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi terhadap skor total item. 
Mengukur tingkat validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi antara 




3.8.2.2. Uji Reliabilitas 
Suatu alat pengukur dikatakan reliabel bila alat itu dalam mengukur suatu 
gejala pada waktu yang berlainan senantiasa menunjukkan hasil yang sama. 
Jadi alat yang reliabel secara konsisten memberi hasil ukuran yang sama. 
Metode uji reliabilitas yang sering digunakan adalah Cronbach’s Alpha. Metode 
ini sangat cocok digunakan pada skor berbentuk skala (misal 1-4, 1-5) atau skor 
rentangan (misal 0,10, 0,30). 
Menurut Uma Sekaran, pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas 
sebagai berikut (Priyatno 2013:30)  
1) Cronbach’s alpha< 0,6 = reliabilitas buruk 
2) Cronbach’s alpha 0,6-0,79 = reliabilitas diterima 
3) Cronbach’s alpha 0,8 = reliabilitas baik 
 
3.8.3 Uji Asumsi Klasik 
3.8.3.1 Uji Normalitas Residual 
Uji normalitas residual digunakan untuk menguji apakah data residual 
terdistribusi secara normal atau tidak. Residual merupakan nilai sisa atau selisih 
antara variabel dependen (Y) dengan variabel dependen nilai hasil analisis 
regresi (Y’).Model regresi yang baik adalah yang memiliki data residual yang 
terdistribusi secara normal.  Dua cara yang sering digunakan untuk menguji 
normalitas residual, yaitu dengan analisis grafik (normal P-P plot) regresi dan uji 






3.8.3.2 Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas adalah keadaan dimana terjadi hubungan liniear yang 
sempurna atau mendekati sempurna antara variabel independen dalam model 
regresi. Suatu model regresi dikatakan mengalami multikolinearitas jika ada 
fungsi linear yang sempurna pada beberapa atau semua variabel independen 
dalam fungsi linear dan hasilnya sulit didapatkan pengaruh antara independen 
dan dependen variabel. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 
di antara variabel independen.Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya 
multikolinearitas atau korelasi tinggi antarvariabel independen dapat dilihat dari 
nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF), apabila nilai VIF kurang dari 10 
dan nilai tolerancelebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas 
(Ghozali, 2009: 25). 
 
3.8.3.3 UjiAutokorelasi  
Uji autokorelasi adalah keadaan di mana pada model regresi ada korelasi 
antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya (t-1). 
Model regresi yang baik adalah yang tidak adanya masalah autokorelasi. Metode 
pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW). 
Pengambilan keputusan sebagai berikut (Priyatno, 2013: 59) 
1) Du < dw < 4 – du, maka H0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi 
2) Dw < dl atau dw > 4 – dl, maka H0 ditolak, artinya terjadi autokorelasi 
3) Dl < dw < du atau 4 – du < dw < 4, artinya tidak ada kepastian atau 








3.8.3.4 Uji heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas adalah keadaan di mana terjadi ketidaksamaan 
varians dari residual untuk pengamatan pada model regresi. Model regresi yang 
baik adalah tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk 
mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatter plot antara 
lain prediksi variabel terikat dengan residualnya. Jika ada titik pola tertentu yang 
teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan 
telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik 
menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 
heteroskedastisitas (Ghozali, 2009: 37). 
 
3.8.4 Pengujian Hipotesis 
3.8.4.1 Uji Statistik t 
Uji statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 
variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. 
Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (b1) sama 
dengan nol, atau: 
                                                     H0 : b1 = 0                                                     (2) 
Artinya, tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel 
dependen. Hipotesis alternatifnya (Ha), parameter suatu variabel tidak sama 
dengan nol, atau: 
                                                     Ha : b1 ≠ 0                                                     (3) 
Artinya, terdapat hubungan antara variabel independen dengan variabel 






                                                                                                                          (4) 
 
Di mana: 
t = Test signifikan korelasi 
r = Koefisien korelasi 
n = Jumlah pengamatan 
Ketentuan jika: 
a. r hitung ˂ r tabel maka H0 diterima dan Ha ditolak 
b. r hitung ˃ r tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima 
 
3.8.4.2 Uji Statistik f 
Uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas 
yang dimasukkan dalam model memunyai pengaruh secara bersama-sama, 
terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah apakah 
semua parameter dalam model sama dengan nol, atau: 
                                            H0 : b1 = b2 =...= bk = 0                                         (5) 
Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas 
yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (Ha), tidak 
semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau: 
                                              Ha : b1 ≠ b2 ≠...≠ bk ≠ 0                                        (6) 
Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas 
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                                                                                                                            (7) 
 
Dimana: 
       R  = Koefisien korelasi ganda 
       k  = Jumlah variabel independen 
       n  = Jumlah anggota sampel 
Ketentuannya jika Fh ˃ Ft, maka koefisien korelasi ganda memunyai 
pengaruh yang signifikan dan diberlakukan dimana sampel diambil (Sugiyono, 
2012:192). 
 
3.8.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel 
independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 
adalah diantara nol dan satu. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi semakin 
baik. nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 
menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai determinasi yang 
mendekati satu berarti variabel-variabel memberikan semua hampir semua 
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1 Hasil penelitian 
4.1.1 Deskriptif data responden 
Dalam penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 
80rangkap dan dikembalikan sebanyak 53 rangkap. Gambaran yang diperoleh 
tentang karakteristik responden akan dilakukan dengan pengolahan data melalui 
perhitungan statistik deskriptif. Berikut ini disajikan hasil analisis statistik 
deskriptif yang diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan 
oleh peneliti. 
a. Jenis kelamin 
Hasil olah data untuk jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel 
4.1. Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak adalah 
responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak  42 orang atau sebesar 
79,25%. 
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden 
Jenis kelamin Frekuensi Persentase 
Laki-laki 42 79.25 
Perempuan 11 20.75 
Total 53 100.00 












Hasil olah data untuk tingkat usia responden dapat dilihat pada tabel 4.2. 
Tabel 4.2 menunjukkan bahwa usia responden rata-rata berkisar antara 36 
hingga 49 tahun atau sebesar 54,72%. 
Tabel 4.2 Tingkat Usia Responden 
Usia Frekuensi Persen 
21-35 7 13.21 
36-49 29 54.72 
50-59 12 22.64 
60 keatas 5 9.43 
Total 53 100.00 
Sumber: data primer, diolah 2014 
c. Pendidikan 
Hasil olah data untuk pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 4.3. 
Tabel 4.3 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden yang paling banyak 
berada padapendidikan sarjana 23 responden atau sebesar 43,40%. 
Tabel 4.3. Pendidikan Responden 
Pendidikan  Frekuensi Persentase 
SMA 21 39.62 
Diploma 2 3.77 
Sarjana 23 43.40 
Pasca Sarjana 8 15.09 
Total 53 100.00 
Sumber: data primer, diolah 2014 
d. Jabatan 
Hasil olah data untuk jabatan di kantor DPRD dapat dilihat pada tabel 4.4. 
Tabel 4.4 menunjukkan bahwa tingkat jabatan yang paling banyak berada pada 





Tabel 4.4. Jabatan Responden 
Jabatan  Frekuensi Persentase 
Ketua  4 7.54 
Wakil ketua - - 
Anggota  49 92.45 
Total 53 100.00 
Sumber: data primer, diolah 2014 
e. Fraksi 
Hasil olah data untuk fraksi yang ada di kantor DPRD dapat dilihat pada 
tabel 4.5. Tabel 4.5 menunjukkan bahwa tingkat fraksi yang  paling banyak 
berada pada fraksi golkar dengan persentase 32,08.   
Tabel 4.5. Fraksi 
Fraksi Frekuensi Persentase 
Golkar 17 32.08 
PPP 5 9.43 
PDK 3 5.66 
PAN 2 3.77 
PKS 5 9.43 
Demokrat 8 15.09 
PBR 4 7.55 
PKB 4 7.55 
Demokrasi Perjuangan 5 9.43 
Total 53 100.00 
Sumber: data primer, diolah 2014 
f. Komisi 
Hasil olah data untuk komisi yang ada di kantor DPRD dapat dilihat pada 
tabel 4.6. Tabel 4.6menunjukkan bahwa tingkat komisi yang  paling banyak 
berada pada komisi 3sebesar 20 dengan persentase 37,73.   
Tabel 4.6. Komisi 
Komisi Frekuensi Persentase 
Komisi 1bidang pemerintahan 11 20.75 
Komisi 2 bidang keuangan dan perekonomiaan 12 22.64 
Komisi 3bidang pembangunan  20 37.73 
Komisi 4bidang kesejahteraan rakyat  10 18.86 
Total 53 100.00 




4.2 Pengujian Instrumen  
4.2.1 Uji Validitas  
Uji validitas untuk mengukurvalid tidaknya suatu kuesioner. Instrumen 
dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang seharusnya diukur dengan 
mampu mengungkapkan data yang diteliti secara tepat. Butir pertanyaan 
dikatakan valid apabila korelasi nilai r hitung>r tabel. Nilai r hitung adalah nilai-
nilai yang berada dalam kolom ”corrected item total correlation”. Jika r hitung 
>rtabel (0,270), maka butir pertanyaan atau variabel tersebut valid. Untuk 
menghitung validitas maka digunakan SPSS Ver.16.0 for Windows. 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Validitas Variabel X1 
Pengetahuan dewan tentang anggaran 
Hasil penelitian Frekuensi R hitung R tabel  Ket 
Pengetahuan dewan  X1.1 0,533 0,270 Valid 
tentang anggaran X1.2 0,531 0,270 Valid 
 X1.3 0,528 0,270 Valid 
Total  1 0,270 Valid 
Sumber: hasil olahan kuesioner 2014 
Tabel 4.7 terlihat bahwa korelasi antara masing-masing indikator variabel 
X1  menunjukkan hasil yang signifikan dan menunjukkan bahwa rhitung >rtabel. 
Hal ini dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid. 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Validitas Variabel X2 
Akuntabilitas 
Hasil penelitian frekuensi R hitung R tabel  Ket 
Akuntabilitas X2.1 0,832 0,270 Valid 
 X2.2 0,327 0,270 Valid 
 X2.3 0,860 0,270 Valid 
 X2.4 0,556 0,270 Valid 
Total  1 0,270 Valid 
Sumber: hasil olahan kuesioner 2014 
Tabel 4.8 terlihat bahwa korelasi antara masing-masing indikator variabel 
X2  menunjukkan hasil yang signifikan dan menunjukkan bahwa rhitung >rtabel. 





Hasil Uji Validitas Variabel Y 
Pengawasan Keuangan Daerah 
Hasil penelitian frekuensi R hitung R tabel  Ket 
Pengawasan keuangan Y1.1 0,642 0,270 Valid 
Daerah Y1.2 0,782 0,270 Valid 
 Y1.3 0,728 0,270 Valid 
 Y1.4 0,378 0,270 Valid 
Total  1 0,270 Valid 
Sumber: hasil olahan kuesioner 2014 
Tabel 4.9 terlihat bahwa korelasi antara masing-masing indikator variabel 
Y menunjukkan hasil yang signifikan dan menunjukkan bahwa rhitung >rtabel. 
Hal ini dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid. 
 
4.2.2 Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 
merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan handal jika 
jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu 
ke waktu. Uji reliabilitas menggunakan metode Cronbachs's Alpha,yang 
diaplikasikan dengan program SPSSver16.0 for windows. Apabila nilai 
Cronbachs's Alpha >0,60 maka alat ukur dinyatakan reliabel. 
Tabel 4.10 
Hasil Uji Realibitas 
Variabel Penelitian 
Cronbach’s Alpha 




Pengetahuan dewan  0,605 0,60 Reliabel 
Akuntabilitas 0,753 0,60 Reliabel 
Pengawasan 
keuangan daerah 
0,625 0,60 Reliabel 
Sumber: hasil olahan kuesioner, 2014 
Tabel 4.10 menunjukkan hasil pengujian reliabilitas pada 
instrumenvariabel X1dengan nilai Cronbach’s Alpha atau ralpha sebesar 
0,605.Hasil pengujian reliabilitas pada instrumenvariabel X2dengan nilai 




instrumenvariabel Y dengan nilai Cronbach’s Alpha atau ralpha sebesar 0,625. Hal 
ini membuktikan instrumenpenelitian berupa kuesioner ini telah reliabel karena 
ralphayang bernilai lebihbesar dari 0,60. 
 
4.3 Uji Asumsi Klasik 
4.3.1 Uji Normalitas Data 
Uji normalitas data berguna untuk menentukan distribusi data. Pengujian 
dilakukan dengan analisis grafik (normal P-P plot) regresi. Titik-titik data yang 
dihasilkan pada gambar searah. Variabel dapat dikatakan normal karena titik-titik 
data mengikuti garis diagonal (Priyatno, 2013). Hasil pengujian dapat dilihat pada 
lampiran. 
 
4.3.2 Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi 
antarvariabel independen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan nilai 
tolerance dan nilai variance inflation factors (VIF). Jika nilai tolerance > 0,10 dan 
nilai VIF<10, maka tidak terjadi multikolinearitas. 
Nilaitolerance  menunjukkan 0,963 yang lebih besar dari 0,10  dan nilai 
VIF menunjukkan 1,039 yang lebih kecil dari 10 sehingga menunjukkan tidak 
terjadi multikolinearitas. Hasil pengujian dapat dilihat pada lampiran. 
 
4.3.3 Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara 
kesalahan pengganggu pada periode t sebelumnya dengan kesalahan pada 




uji Durbin-Watson. Jika nilai Durbin-Watson < 4, berarti tidak terjadi autokorelasi 
(Priyatno, 2013:59). 
Nilai Durbin-Watson yang dihasilkan adalah 2.398. Nilai tersebut berada 
di sekitar angka dua sehingga menunjukkan tidak terjadi autokorelasi. Hasil 
pengujian dapat dilihat pada lampiran. 
 
4.3.4 Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi 
ketidaksamaan varian. Pengujian dilakukan dengan menggunakan scatter plot 
dari nilai prediksi (sumbu X) dengan nilai residualnya (sumbu Y). Jika titik-titik 
yang dihasilkan membentuk suatu pola tertentu, maka terjadi heteroskedastisitas. 
Jika tidak ada pola yang teratur atau titik-titik menyebar di atas dan di bawah 
angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Priyatno, 
2013:62). 
Hasil yang diperoleh dari pengujian dengan menggunakan scatter plot 
dapat dilihat pada lampiran. Titik-titik yang dihasilkan pada gambar tersebut 
menyebar dan berbentuk tidak beraturan sehingga dapat dikatakan tidak terjadi 
heteroskesdastisitas. 
 
4.4 Analisis regresi linear berganda 
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui ada 
tidaknya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas 













 B Std. Error Beta B Std. Error 




.315 .146 .279 .2.152 .036 
 Akuntabilitas -.355 .116 -.398 -3.078 .003 
 R =    440 
 R Square =   .193 
 F = 5.995 
 Sig. f =   .005 
a  Dependent Variable: pengawasan keuangan daerah 
 
Tabel coefficients memaparkan nilai konstanta a dan koefisien b dari persamaan  
                           
b. Konstanta 
Jika semua variabel bebas memiliki nilai 0 (nol) maka nilai variabel terikat 
sebesar19.470.  Nilai tersebut terdapat pada kolom beta. 
c. Pengetahuan dewan tentang anggaran 
Nilai koefisien untuk variabel pengetahuan dewan tentang anggaran 
0.315. Setiap kenaikan satu satuan variabel tersebut, Y akan naik sebesar 0.315 
dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. 
c. Akuntabilitas 
Nilai koefisien untuk variabel akuntabilitas 0.355. Setiap kenaikan satu 
satuan variabel tersebut, Y akan naik sebesar 0.355 dengan asumsi bahwa 






4.5 Pengujian hipotesis 
4.5.1 Uji f 
Uji f dilakukan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-
sama. Jika fhitung> ftabel maka H0 ditolak berarti H1 diterima. 
Nilai fhitung sebesar 5.995 dan nilai ftabel3.183 dengan nilai probabilitas 
0.005. Nilai fhitung> ftabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05, maka H1 
diterima. Variabel bebas (X1 dan X2) secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap Y.  
 
4.5.2 Uji t 
1) Pengetahuan dewan tentang anggaran (X1) 
Pada tabel 4.8terdapat nilai signifikansi 0,036.  Nilai signifikansi lebih kecil 
dari nilai probabilitas 0,050, maka H1 diterima. Nilai t positif menunjukkan bahwa 
variabel X1memunyai hubungan yang searah dengan Y. Pengetahuandewan 
tentang anggaranberpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah 
2) Akuntabilitas (X2) 
Pada tabel 4.8 terdapat nilai signifikansi 0,003. Nilai signifikansi lebih kecil 
dari nilai probabilitas 0,05, maka H2 diterima.  Nilai t hitung  untuk variabel X2 
sebesar -3.078 yang lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1.674 sehingga 












Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-Watson 
1 .440(a) .193 .161 854 2.398 
a  Predictors: (Constant), akuntabilitas, pengetahuan dewan tentang anggaran 
b  Dependent Variable: pengawasan keuangan daerah 
Pada tabel 4.12terdapat nilai R square sebesar 0,193. Persentase 
pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diperoleh dengan 
mengalikan nilai R square dan 100%. Hasil yang diperoleh dari uji determinasi 
adalah 19,3%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel 
bebas hanya memengaruhi 19,3% variabel terikat. 
 
4.6 Pembahasan hasil penelitian 
4.6.1 Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap  
pengawasan keuangan APBD 
 
Hasil analisis regresi terhadap hipotesis pertama(H1) dapat dilihat pada 
tabel 4.11 bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran juga berpengaruh 
terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan melihat taraf 
signifikansinya yaitu sebesar 0,036. Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien 
regresi adalah positif, artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang 
anggaran maka pengawasan yang dilakukan akan semakin meningkat. Hal ini 
dikarenakan kesesuaian jawaban dari responden dan juga latar belakang 
pendidikan yang cukup baik dari responden. Hasil ini konsisten dengan penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh Sopanah dan Wahyudi (2007).Hasil penelitian 
ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Indradi, 2001; Syamsiar, 




disimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh 
terhadap pengawasan keuangan APBD. 
 
4.6.2 Pengaruh akuntabilitas dapat memengaruhi pengetahuan dewan 
tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan APBD 
 
Hasil analisis regresi terhadap hipotesis kedua (H2) dapat dilihat pada 
tabel 4.11 bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengawasan keuangan 
daerah (APBD) dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,003.Maka 
akuntabilitas publik terbukti menjadi variabel moderating. Jadi, hipotesis kedua 
dalam penelitian ini diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas 
memoderasi pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan 
keuangan APBD dengan koefisien negatif. 
Hasil penelitian ini, konsisten dengan penelitian Sopanah dan Wahyudi 
(2007) yangsama-sama menunjukkan hubungan negatif. Hasil pengujian initidak 
konsisten dengan hasil penelitian Widyaningsih dan Pujirahayu (2012), yang 
menyatakan bahwa akuntabilitas tidak memerkuat hubungan pengetahuan 
dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Namun, hasil 
penelitian menurut sampel dewan ini tidak konsisten dengan hasil penelitian 
Coryanata (2007) yaitu berpengaruh signifikan positif.  
Hasil yang tidak konsisten ini, dikarenakan lokasi dan kondisi yang 
berbeda, serta beberapa faktor yang memengaruhi akuntabilitas seperti: tingkat 








Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, sehingga dapat  
disimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran memunyai pengaruh 
positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Semakin tinggi tingkat 
pendidikan, maka semakin tinggi tingkat pengawasan keuangan daerah.Hasil 
penelitian ini mendukung stewardship theory, di mana anggota dewan yang 
memunyai pengetahuan yang tinggi mampu menjalankan pengawasan keuangan 
daerah dengan baik. Pengetahuan anggota dewan dapat ditingkatkan melalui 
informasi yang disediakan oleh akuntansi organisasi sektor publik (David, 
2006).Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Sopanah dan Wahyudi 
(2007) yang melakukan penelitian di kantor DPRD Kabupaten Malang. 
Hasil analisis hipotesis keduadapat disimpulkan bahwa akuntabilitas 
dapatmemoderasi pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap 
pengawasan keuangan daerah. Akuntabilitas memunyai pengaruh negatif 
terhadap pengawasan keuangan daerah. Semakin tinggi akuntabilitas, maka 
tingkat pengawasan semakin rendah. Hasil penelitian ini tidak mendukung 
stewardship theory yang berasumsi bahwa manusia bertindak dengan penuh 
tanggung jawab, dapat dipercaya, berintegrasi tinggi, dan memiliki kejujuran 
(Donaldson dan Davis, 1991). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian 






1.2 Keterbatasan  
Penelitian ini memunyai keterbatasan, yaitu kurangnya referensi yang ada 
pada gambaran umum setiap kabupaten. Hal ini dikarenakan data profil masing-
masing kantor DPRD tidak disediakan. Adanya kesulitan untuk memberikan 
langsung kuesioner kepada anggota DPRD. 
 
1.3 Saran 
Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengawasi pengisian 
kuesioner secara langsung sehingga memberikan informasi yang mendekati 
keadaan yang sebenarnya dan mampu mengembangkan sampel yang lebih luas 
untuk anggota DPRD Propinsi atau bahkan DPRD Pusat dengan populasi yang 
diambil hanya anggota dewan pada Komisi 3 bagian anggaran. 
Untuk anggota dewan sebaiknya menjalankan fungsi dan tugasnya 
dengan maksimal sebagai wakil rakyat dalam melaksanakan pengawasan 
keuangan daerah. Pelaksanaaan pemerintahan daerah dapat berjalan lancar jika 
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Hal : Permohonan untuk menjadi responden 
Dengan hormat,  
 Dalam rangka menyelesaikan skripsi pada program Sarjana Akuntansi 
Universitas Hasanuddin Makassar, maka peneliti memunyai kewajiban untuk 
melakukan penelitian. Sehubungan dengan peneitian yang sedang peneliti 
lakukan dalam rangka penulisan skripsi, maka peneliti memohon kesediaan 
Bapak/Ibu untuk menjadi responden penelitian dengan mengisi kuesioner dan 
memilih jawaban pada kolom yang telah disediakan. 
 Jawaban dari kuesioner ini akan peneliti gunakan sebagai keperluaan 
untuk menyusun skripsi yang berjudul, “PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN 
TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH 
(APBD) DENGAN AKUNTABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI”. Maka 
untuk itu pengisian kuesioner ini mohon diisi seobjektif mungkin. 
 Sebagaimana penelitian ilmiah, kerahasiaan identitas Bapak/Ibu dalam 
memberikan penilaian dijamin tidak akan membawa konsekuensi yang 
merugikan dan sebelum mengembalikan kuesioner ini, Bapak/Ibu dimohon dapat 
memeriksa kembali semua jawaban dalam tiap bagian, peneliti berharap tidak 
ada butir/pertanyaan yang terlewat atau tidak terjawab.Atas kesediaannya dalam 
mengisi kuesioner ini, diucapkan banyak terima kasih. 
Makassar,                   2014 







Peneliti ingin mengetahui pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran 
terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan menggunakan variabel 
akuntabilitas publik. 
 
A. Identitas Responden 
Pilih jawaban yang sesuai dengan cara memberikan tanda silang (X) atau 
menuliskan jawaban pada kotak yang tersedia. 
 
1. Jenis kelamin  :            Laki-laki  Perempuan 
2. Jabatan  : 
3. Komisi   : 
4. Pendidikan terakhir :   SMA   Sarjana 
 Diploma  Pascasarjana 
5. Usia   : 
 
 
B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 
Berilah tanda silang (X) pada kolom jawaban yang telah disediakan sesuai 
dengan pendapat atau yang mewakili perasaan Bapak/Ibu. 
 
Keterangan : 
SS  = Sangat Setuju 
S  = Setuju 
KS  = Kurang Setuju 
TS  = Tidak Setuju 






A. Pengetahuan Anggaran  
No Pertanyaan SS S KS TS STS 
1.  Dewan mengetahui bagaimana tata cara 
pelaksanaan APBD 
     
2. Dewan memahami penyusunan APBD 
berdasarkan peraturan yang terkait 
     
3. Dewan mampu mengindentifikasi 
pemborosan atau kegagalan di dalam 
pelaksanaan kegiatan/proyek 
pembangunan pada anggaran tahun 
berjalan secara rinci 
     
 
B. Akuntabilitas Publik  
No Pertanyaan SS S KS TS STS 
1. Pertanggungjawaban pemerintah 
secara terbuka, menyediakan 
informasi secara cepat dan tepat 
kepada masyarakat 
     
2. Pemerintah memberikan pelaporan 
yang memuaskan kepada publik. 
     
3. Pemerintah menjelaskan dan 
mempertanggungjawabkan setiap 
kebijakan publik 
     
4. Pemerintah memberikan informasi 
kepada publik mengenai kinerja 
pemerintahan 
     
 
C. Pengawasan Keuangan Daerah 
No Pertanyaan SS S KS TS STS 
1. Saya terlibat dalam memberikan 
masukan saat penyusunan arah dan 
kebijakan umum APBD 
     
2. Saya terlibat dalam pengesahan 
APBD 
     
3. Saya terlibat dalam memantau 
pelaksanaan APBD 
     
4. Saya meminta keterangan atas 
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 
APBD yang disampaikan 
Walikota/Bupati 





Lampiran 2: Hasil persentase kuesioner 
 







c. Pengawasan keuangan daerah 
 
INDIKATOR (X1) 
STS TS KS S SS 
F % F % F % F % F % 
Mengetahui tatacara 
pelaksanaan APBD - - - - - - 15 18.75 38 47.5 
Memahami tentang 
penyusunan APBD - - - - - - 34 42.5 19 23.8 
Mendeteksi, mengidentifikasi 
pemborosan, kegagalan atau 
kebocoran anggaran  
- - - - - - 38 47.5 15 18.8 
INDIKATOR (X2) 
STS TS KS S SS 
F % F % F % F % F % 
Pertanggungjawaban pemerintah 
secara terbuka  
- - - - - - 37 46.25 16 20 
Pemerintah memberikan pelaporan 
yang memuaskan 
- - - - - - 32 40 21 26.3 
Pemerintah  menjelaskan dan 
mempertanggungjawabkan setiap 
kebijakan publik 
- - - - - - 41 51.25 12 15 
Pemerintah memberikan informasi 
kepada publik mengenai kinerja 
pemerintahan 
- - - - - - 37 46.25 16 20 
INDIKATOR (X1) 
STS TS KS S SS 
F % F % F % F % F % 
Pengawasaan saat penyusunan - - - - - - 15 18.75 38 47.5 
Pengawasaan saat pengesahan - - - - - - 19 23.75 34 42.5 
Pengawasaan saat pelaksanaan - - - - - - 25 31.25 28 35 




Lampiran 3:Hasil Pengujian Validitas  




  x1.1 x1.2 x1.3 total 
x1.1 Pearson Correlation 1 -.102 -.131 .533
**
 
Sig. (2-tailed)  .466 .350 .000 
N 53 53 53 53 
x1.2 Pearson Correlation -.102 1 .006 .531
**
 
Sig. (2-tailed) .466  .966 .000 
N 53 53 53 53 
x1.3 Pearson Correlation -.131 .006 1 .528
**
 
Sig. (2-tailed) .350 .966  .000 
N 53 53 53 53 







Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 53 53 53 53 



















  x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 total 







Sig. (2-tailed)  .749 .000 .016 .000 
N 53 53 53 53 53 
x2.2 Pearson Correlation -.045 1 -.025 -.107 .327
*
 
Sig. (2-tailed) .749  .859 .444 .017 
N 53 53 53 53 53 
x2.3 Pearson Correlation .799
**





Sig. (2-tailed) .000 .859  .004 .000 
N 53 53 53 53 53 







Sig. (2-tailed) .016 .444 .004  .000 
N 53 53 53 53 53 









Sig. (2-tailed) .000 .017 .000 .000  
N 53 53 53 53 53 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   
















Variabel Y ( Pengawasan keuangan daerah) 
 Correlations 
 
  Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 TOTAL 
Y1.1 Pearson 
Correlation 
1 .753(**) .161 -.221 .642(**) 
Sig. (2-tailed)  .000 .248 .111 .000 
N 53 53 53 53 53 
Y1.2 Pearson 
Correlation 
.753(**) 1 .397(**) -.132 .782(**) 
Sig. (2-tailed) .000  .003 .345 .000 
N 53 53 53 53 53 
Y1.3 Pearson 
Correlation 
.161 .397(**) 1 .247 .728(**) 
Sig. (2-tailed) .248 .003  .075 .000 
N 53 53 53 53 53 
Y1.4 Pearson 
Correlation 
-.221 -.132 .247 1 .378(**) 
Sig. (2-tailed) .111 .345 .075  .005 





.642(**) .782(**) .728(**) .378(**) 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .005  
N 53 53 53 53 53 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Lampiran4: Pengujian Reliabilitas 
Uji reliabilitas variabel X1 dan X2 
 
 
 Case Processing Summary 
 
 N % 




Total 80 100.0 
















Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
.605 .541 4 
 







Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 














Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 









Lampiran 5: Hasil pengolahan SPSS 















b. Uji Multikolinearitas 
 
 













B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 19.470 2.445  7.962 .000   
pengetahuan dewan 
tentang anggaran 
.315 .147 .279 2.152 .036 .963 1.039 
akuntabilitas -.355 .116 -.398 -3.078 .003 .963 1.039 















































 .193 .161 .854 .193 5.995 2 50 .005 2.398 
a. Predictors: (Constant), akuntabilitas, pengetahuan dewan 
tentang anggaran 
    
b. Dependent Variable: pengawasan 
keuangan daerah 
      
 
 





Mean Std. Deviation N 
pengawasan keuangan 
daerah 
17.51 .933 53 
pengetahuan dewan tentang 
anggaran 
12.89 .824 53 
Akuntabilitas 16.94 1.045 53 
 
 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 8.751 2 4.375 5.995 .005
a
 
Residual 36.495 50 .730   
Total 45.245 52    
a. Predictors: (Constant), akuntabilitas, pengetahuan dewan tentang anggaran 
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